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Abstrak
 

Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai

induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap

memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah

adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan

peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan

suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan

informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah.

Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan

deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang

implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang

harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada

PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib

disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu

sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk

menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan

hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi

nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci

terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria

sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-

masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya.

......As the National Football Federation, PSSI has the responsibility to manage all the football activities in

Indonesia. However, practically the government still has a role in football management. One of the

government’s participation in football is through the allocation of funds from the state budget given to PSSI

in order to develop and to improve football activities. Funding transfer from the government to PSSI has

made a financial relationship that gave an impact for PSSI in the realm of freedom of information, which

means PSSI has fulfilled the criteria and characteristics of a non-governmental public body. By doing the

normative juridical methods with descriptive analysis type, this study provides an in-depth description

related to the fund transfer from state budget to PSSI then gave an analysis about the implication of this

funds relating to the freedom of information that must be carried out by PSSI. As a result, this research

shows that although the funding transfer from the state budget to PSSI makes PSSI as a non-governmental

organization that is obligated to provide the public information, there are limitations regarding the
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information that must be provided by non-governmental organization under the Freedom of Information

Act, which is limited to the management of funds that provided by the government. This restriction is

intended to guarantee the position of a non-governmental organization as the subject of private law. It is

necessary to revise the definition of public body that include non-governmental organizations by providing a

detail explanation regarding to the criteria in defining these non-governmental organizations, for instance

funding source criteria. The standard criteria for each funding source is needed, such as the amount of funds,

the procedure for providing funds, and etcetera. With these such of criteria, there will be no

misinterpretation to defining a public body, especially for non-governmental organizations.


